
 

 

86 
 

 
 

BAB III 

 PENUTUP 

A. Kesimpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat 

disimpulkan bahwa peran lembaga pemangku adat di Kabupaten Flores 

Timur dalam menyelesaikan persoalan kekerasan  dalam rumah tangga 

sudah sesuai dengan  Peraturan Menteri Dalam Negeri No 18 tahun 2018 

tentang lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa pasal 10 

ayat 2 d  yang berbunyi bahwa lembaga pemangku adat desa berfungsi 

mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa waris, 

tanah dan konflik antar interaksi manusia lainnya. Dalam proses 

penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga lembaga pemangku adat 

akan memanggil para pihak yang berkonflik, keluarga dari kedua suku yang 

berkonflik untuk mendamaikannya melalui mediasi. Jika mediasi yang 

dilakukan oleh para pihak melalui lembaga adat mencapai kata damai maka 

akan di lakukan ritual adat atau seremonial adat untuk memulihkan nama 

baik dari perempuan/laki-laki di hadapan keluarga suku, masyarakat atau 

istilah adanya (towe loge). Biasanya ada denda adat yang di tanggungkan 

bisa berupa gading, sarung sebagai harga sebuah rumah (gebi geren), ternak 

(sapi, kambing, babi). Jika penyelesaian konflik kekerasan dalam rumah 

tangga melalui lembaga pemangku adat tidak mencapai kata damai maka 

kasus kekerasan dalam rumah tangga tersebut akan diselesaikan melalui 

pengadilan.  
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B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitan mengenai peran lembaga pemangku adat di 

Kabupaten Flores Timur dalam menyelesaikan persoalan kekerasan dalam 

rumah tangga maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1) Kepala Desa dan pihak kepolisian untuk melakukan sosialisasi 

kepada masyarakat mengenai Undang-Undang No 23 Tahun 2004 

tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Agar 

masyarakat tahu dan memahami bahwa kekerasan dalam rumah 

tangga adalah perbuatan yang tidak dapat di biarkan terjadi di 

dalam rumah tangga dan agar masyarakat dapat mengetahui dan 

memahami bahwa ada undang-undang yang mengatur tentang 

kekerasan dalam rumah.  

2) Lembaga adat di Kabupaten Flores Timur untuk tetap 

mempertahankan cara penyelesaian konflik melaui lembaga 

pemangku adat berdasarkan hukum adat di kabupaten Flores Timur 

dalam menangani setiap permasalahan yang terjadi di dalam 

masyarakat. 
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